
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertiJnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

a. bahwa dalam rangka refocusing Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tahun 2021 untuk penyediaan
dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan
COVID-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat mikro dan penganggaran belanja dana
Bantuan Operasional Sekolah, serta usulan
RevisifPerubahan Dokumen Pelaksana Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Dinas Pendidikan,
Sekretariat Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Kecamatan
Murung Pudak Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan
penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

Menimbang

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR47
TAHUN2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

PERATURANBUPATITABAWNG
NOMOR3/ TAHUN2021

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

I[ SALINAN I
, _'



LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambaban Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 rabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4438);

6. Undang-UndangNomor28 Tabun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telab diubab dengan
Undang-UndangNomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor109Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (LembaranNegara Repuhlik Indonesia
Tabun 2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tabun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tabun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan
Layanan Umum (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tabun 2012 Nomor 171, Tamhaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perirobangan (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
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Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4575};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5165};

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
NegaraRepuhlikIndonesia Tahun 2017 Nomor106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang PengelompokanKemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

3

r..;



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tabun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambaban Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49),
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2021 Nomor 21);

Nomor 888);
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Rp153.439.649.250,00

RpO,OO

Rp153.439.649.250,00

RpO,OO

(Rp153.439.649.250,00)

Rp1.122.396.199.161,00

Rp245.198.859.963,00

Rp13.914.150.809,00

Rp193.458.503.000,OO

Rp1.574.967.712.933,00

Rp1.091.831.985.798,OO

Rp252.032.521.693,OO

Rp18.820.580.442,00

Rp.193.458.503.000.00

Rp1.556.143.590.933,00

Rp207.313.547.000,00

Rp1.205.114.516.683,OO

Rp9.100.000.000,OO

Rp1.421.528.063.683,OO

Rp207.313.547.000,00

Rp1.186.290.394.683,OO

Rp9.100.000.000,OO

Rp1.402.703.941.683,00

Jurnlah Pembiayaan Netto

SILPATahun Berkenaan

3. Pembiayaan Tetap:

a. Penerimaan Pernbiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pernbiayaan Daerah

Surplus/ (Defisit)

Belanja Bertarnbah

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

2. Belanja Sernula

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jurnlah Belanja

Pendapatan Daerah Bertarnbah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jurnlah Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jurnlah Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Sernula:

Pasa11

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nornor 21),
kernbali diubah sebagai berikut:
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BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2021 NOMOR $1

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

ltd
SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG.

ANANG SYAKHFIANI

Ttd

BUPATI TABALONG,

~., I " _ 1""'" ..iznerapsanQl 1anjung
pada tanggal :2-8 MU Ztt!J2-f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci Iebih lanjut dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini.

Pasa13

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Larnpiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
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